
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 
Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646); 

a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk 
Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non 
Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 dan keadaan darurat 
dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD 
perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur 
ten tang Penjabaran · Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 52 Tahun 2015, terhadap perubahan 
sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilaksanakan 
dengan membentuk Peraturan Gubernur 
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur · ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 
Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5099); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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17. 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

16. 

(Lembaran Negara 
2005 Nomor 136, 
Republik Indonesia 

2005 54 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 
tentang Pinjaman Daerah 
Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4574); 

15. 

14. 

13. 

12. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pim pi nan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
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PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 903); 

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 
Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 
2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15). 

Menetapkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Jambi. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Pasal3a 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APSD Tahun 2016 dituangkan 
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) berdasarkan ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

4. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 selanjutnya dituangkan dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan APSD Tahun 
Anggaran 2016. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Serita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4) 
diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan APSD Tahun Anggaran 2016 

Nomor 1.2 Dana Perimbangan diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini 

2. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APSD Tah un Anggaran 
2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3a 
sehingga Pasal 3a berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 
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